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PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang
autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan
kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat,
serta mendinamiskan sistem Kkearsipan, diperlukan
penyelengaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip,
kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana
dibutuhkan oleh suatu sistem penyelengaraan
kearsipan nasional yang handal;

bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban
penyelengaraan Kkearsipan dibidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, serta untuk
menjamin  keselamatan arsip sebagai  bahan
pertanggung jawaban Nasional, dipandang perlu untuk
merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan tentang
Petunjuk Teknis Tata Kearsipan dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang
Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Rokan Hulu;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah di ubah beberapa kali peraturannya
dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880)
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Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor (5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 1974 tentang Arsip Nasional Republik
Indonesia;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012
tantang tata kearsipan dilingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-14-3095
Tahun 2017 tentang pengaktifan kembali Bupati
Rokan Hulu Provinsi Riau;

Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah Nomor
5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Tata
naskah dinas dilingkungan Pemerintah daerah
Kabupaten Rokan Hulu;

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kabupaten Rokan Hulu.
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LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu ini, Yang dimaksud dengan:
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
Kecamatan adalah Kecamatan Se- Kabupaten Rokan Hulu;

Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelengarakan
urusan pemerintahan dibidang kearsipan,;

Pusat penyimpanan arsip Kabupaten Rokan Hulu adalah perangkat
daerah Kabupaten Rokan Hulu yang menangani urusan kearsipan;

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk
dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dalam pelaksanaan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu;

Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau
terus menerus;

Arsip in aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah
menurun;

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena
memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan
berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara
langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia
dan / atau lembaga kearsipan;

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang
berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi,
jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan
suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan
yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan
arsip;

Naskah dinas penting adalah naskah dinas yang isinya mengikat,
memerlukan tindak lanjut, memuat informasi penting, mengandung
konsepsi kebijaksanaan mempunyai nilai arsip;
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14. Naskah dinas biasa adalah naskah dinas yang isinya tidak mengikat;

15. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai
tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan;

16. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai
tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan
kegiatan penciptaan arsip dilingkungannya;

17. Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah
yang termuat didalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan
penataan dan penemuan kembali arsip;

18. Azas sentralisasi adalah semua arsip in aktif/statis yang sudah jarang
digunakan lagi secara langsung dalam kegiatan instansi sehari-hari
harus dipindahkan kepusat penyimpanan arsip agar dapat di simpan
dan dirawat dengan baik;

19. Azas desentralisasi adalah semua arsip dinamis yang diperlukan
langsung (aktif) dalam kegiatan sehari-hari tetap disimpan dimasing-
masing unit pengolah /unit kerja.

BAB II
KIBIJAKSANAAN KEARSIPAN

Pasal 2

Tata kearsipan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menganut
azas sentralisasi dalam kebijaksanaan dan azas desentralisasi dalam

pelaksanaan
Pasal 3

(1) Bupati menyelengarakan Pembinaan Kearsipan, meliputi
penyempurnaan dan pengembangan sistem, peralatan, standarisasi
peralatan, tenaga dan pengawasan pelaksanaan kearsipan;

(2) Pembinaan teknis kearsipan dilingkungan pemerintah Kabupaten Rokan
Hulu, dilaksanakan oleh Dinas;

(3) Penyimpanan arsip statis, in aktif dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Rokan Hulu dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 4

Setiap komponen Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan,
Kelurahan dan Desa melaksanakan kegiatan teknis kearsipan meliputi,
pencatatan, pengendalian, penyimpanan, pemindahan, penyerahan,
pemusnahan dan pemeliharaan arsip.

BAB III
ORGNISASI PENYELENGARAAN KEARSIPAN

Pasal 5

Satuan organisasi penyelengaraan tata kearsipan dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu adalah unit-unit
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kearsipan/ketatausahaan/administrasi dan semua unit yang memproses
penciptaan arsip, sesuai dengan susunan dan tata kerja yang berlaku.

BAB IV
PENYELENGARAAN TATA KEARSIPAN

Pasal 6

(1). Tata kearsipan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu
dilaksanakan dengan mengunakan kartu kendali sebagai sarana
pencatatan dan pengendalian, pola klasifikasi sebagai serana penataan
arsip serta Jadwal Retensi Arsip sebagai pedoman penyusutan;

(2). Pedoman penyelengaraan tata kearsipan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Pengelolaan arsip dinamis pada prinsipnya merupakan dokumen yang
bersipat rahasia bagi pihak yang tidak berkepentingan, oleh karena itu
petugas harus mengamankan arsip yang dipercayakan kepadanya
menurut ketentuan yang berlaku;

(2) Pencatatan, pengendalian, penyimpanan, dan perawatan arsip-arsip
yang secara jelas dinyatakan sebagai arsip yang bersipat rahasia harus
ditunjuk pencatat khusus yang memenuhi persyaratan;

(3) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan pimpinan komponen atau
pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 8

Bupati berkewajiban untuk:

(1) Menyelengarakan, mengatur dan mengawasi pendidikan tenaga
kearsipan, melakukan usaha-usaha khusus untuk menjamin kesehatan
dan memberikan peransang terhadap tenaga kearsipan sesuai dengan
fungsi serta tugas dalam lingkungannya;

(2) Membentuk pusat penyimpanan arsip Pemerintah Kabupaten Rokan
Hulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
menyediakan tempat penyimpanan Arsip In Aktif pada unit kearsipan
untuk menampung arsip-arsip in aktif sebelum diserahkan kepusat
penyimpanan masing-masing;

(3) Mengadakan sarana kearsipan yang memadai;

(4) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap
pelaksanaan kearsipan disemua komponen/satuan  organisasi
dilingkungan masing-masing.
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BAB V
PENYUSUTAN, PEMELIHARAAN DAN PEMUSNAHAN ARSIP

Pasal 9

(1) Arsip sebagai memori kolektif kehidupan berbangsa dan bernegara
sesuai dengan semangat Otonomi Daerah harus tetap dipelihara
kelestariannya dalam menunjang pembangunan daerah;

(2) Untuk menangulangi bertumpuknya arsip yang selalu bertambah dan
sejalan dengan dinamika administrasi yang makin hari semakin padat
dan komplek harus dilakukan penyusutan dan pemusnahan arsip;

(3) Arsip yang dinyatakan in aktif dan statis berdasarkan Jadwal Retensi
Arsip diserahkan kepusat Penyimpanan Arsip secara periodik setiap 10
(sepuluh) tahun sekali.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10

(1) Pendanaan penyelenggaraan tata kearsipan di Iingkungan pemerintah
daerah Kabupaten Rokan Hulu dibebankan kepada APBD.

(2) Dalam rangka pelaksanaaan tata kearsipan ini, agar setiap instansi
menganggarkan untuk kegiatan tersebut pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten Rokan Hulu melalui Anggaran Satuan Kerja
masing-masing instansi pada tiap tahun anggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan
Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian

Pada tanggal /0 Ramadhan 1438H
5 Juni 2017 M

f« / BUPATI ROKAN HULU,{~
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Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal, /) Ramadhan 1438 H
< Juni 2017 M

ARIS DAERAH
ATEN ROKAN HULU,

K SUPARMAN

SE

AMRI
BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2017 NOMOR <23






